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”Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi
dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan
mereka khawatir tidak mampu melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanah
itu oleh manusia. Sungguh manusa itu sangat zalim dan bodoh”
(QS. al Ahzab 33: 72)

o iy T 53 gl 6 18 )5t s 515

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah swt.
dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah
yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya”

(QS. al Anfal 8: 27)
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ABSTRAK

MOHAMAD MUFID. Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Islam.
Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Penanganan korupsi sebagai penyakit bangsa sampai saat ini mulai
memberikan titik pencerahan. Pendidikan anti korupsi sebagai solusi alternatif
bagi pemberantasan korupsi, diharapkan dapat merekonstruksi  dan
menyelamatkan generasi manusia Indonesia dari kesesatan tersebut. Penelitian
skripsi tentang pendidikan anti korupsi bertujuan untuk mengetahui pendidikan
anti korupsi dalam perspektif Islam. Penelitian skripsi ini juga ingin memahami
lebih lanjut tentang relevansi pendidikan anti korupsi dengan Islam. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pemikiran dan
perkembangan pendidikan Islam yang memiliki posisi strategis sebagai alternatif
pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (library research)
yang berusaha menghimpun data penelitian dari berbagai khazanah literatur dan
menjadikan dunia teks sebagai oyek utama analisisnya. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yang memiliki relevansi
dengan pembahasan, baik berupa buku, majalah, artikel, opini maupun yang ada
dalam surat kabar. Sebelum melakukan analisis, data yang telah terkumpul
terlebih dahulu dikelompokkan dengan cara memilah dan memilih data yang akan
digunakan. Setelah proses itu, kemudian dilakukan analisis. Mekanisme dalam
menganalisis data dilakukan dengan menggunakan confent analysis, yakni
investigasi tekstual melalui analisis ilmiah terhadap inti pesan suatu komunikasi,
khususnya terkait dengan substansi yang terdapat dalam data. Langkah terakhir
jalah memaknai data dengan cara menyimpulkan sementara dari langkah proses
pengumpulan dan analisis data, sehingga data tersebut dapat dipahami dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan konteks penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi dalam
perspektif Islam pada prinsipnya adalah sebuah bentuk ijtihad dalam bidang
pendidikan. Islam sebagai way of life sekaligus penunjuk jalan keselamatan dunia
akhirat harus mampu meneguhkan eksistensinya sebagai agent of social change
dalam menuntaskan problematika masyarakat (korupsi). Selain itu, pendidikan
anti korupsi juga merupakan peneguh bagi Islam sebagai rahmat yang terus
menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas moral manusia. Hasil
penelitian selanjutnya, antara pendidikan anti korupsi dengan Islam memiliki
relevansi yang saling terkait. Relevansi antara keduanya didasarkan pada
pembahasan secara substansif tentang hakikat manusia sebagai makhluk bermoral
dan spiritual yang dituntut harus mampu mentransformasikannya untuk
membangun kualitas moral pribadi maupun masyarakat melalui pendidikan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang sangat kompleks bagi bangsa Indonesia saat ini
ialah korupsi. Korupsi seakan menjadi sebuah rutinitas dalam aktifitas sehari-
hari, sehingga penyajian berita kasus korupsi tidak pernah absen melalui
media cetak maupun elektronik. Lebih menarik lagi, kasus korupsi yang
terjadi di tanah air, sebagian besar dilakukan oleh orang yang berpendidikan
tinggi dan menjadi panutan dalam masyarakat. Sebagai bangsa yang terkenal
dengan taat beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, sudah
seharusnya kasus demikian tidak terjadi di Indonesia. Namun fakta
membuktikan, kasus korupsi semakin meningkat dan sangat sulit dibetantas.
Hal ini ditunjukkan dengan adanya hasil survey tentang peringkat beberapa
negara terkait dengan kasus korupsi, baik level nasional maupun internasional.

Pada tahun 2003, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2003
(Corruption Perception Index) yang diterbitkan oleh Transparency
International (TI) mencatat bahwa Indonesia berada di peringkat 122 dengan
skor 1,9." Kriteria ini berdasarkan skala 1-10 (skala 1 berarti negara terkorup,
dan skala 10 adalah negara paling bersih dari kasus korupsi). Pada level Asia,

berdasakan survey dari Political and Economic Risk Consultancy (PERC),

' Arya Maheka, Mengenali dan Memberantas Korupsi, (Jakarta: KPK, Kemitraan
Partnership dan Delidn), hal. 29.



sebuah konsultan dari Hongkong, pada tahun 2003 juga mencatat bahwa
Indonesia menduduki negara terkorup di wilayah Asia?

Berbagai macam usaha telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk
mengantisipasi, meminimalisir dan memberantas kasus korupsi. Usaha
tersebut tercermin dalam 7AP MPR XVI tahun 1998, UU nomor 28 tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, UU
nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atau UU nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), UU nomor 30 tahun
2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), PP
nomor 71 tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
serta instruksi presiden RI nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan
pemberantasan korupsi.’

Dua organisasi Islam terbesar melalui PBNU dan PP Muhammadiyah
yang difasilitasi oleh Partnership For Governance Reform, juga telah
berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi yang disepakati melalui sebuah
Momen of Understanding (MoU) tentang Gerakan Moral Nasional
Pemberantasan Korupsi yang ditanda tangani pada hari Rabu, 15 Oktober
2003 di Jakarta. Bentuk konkret dari usaha ini antara lain tersusun dalam

program Focus Group Discussion (FGD) penyusunan kaidah kepemimpinan,

2 Buku Panduan Gerakan Moral Nasional Pemberantasan Korupsi, kerja sama PB NU,
Muhammadiyah dan Kemitraan, hal. 6

3 PBB UIN, Pendidikan Antikorupsi di UIN/IAIN/STAIN: Membangun Budaya Antikorupsi,
12 Desember 2005 dalam www. yahoo.com



penyusunan strategi dan tema kampanye, pertemuan nasional orientasi da’i
dan kampanye media, ikrar integritas dan talk show di enam daerah.*

Meskipun ikhtiar untuk memberantas korupsi tersebut sudah terlaksana,
namun realitas menyatakan, penyelesaian kasus korupsi belum mendapatkan
hasil yang optimal dan memuaskan. Kondisi ini dapat dilihat pada Indeks
Persepsi Korupsi terakhir (2005) oleh Transparency International (T1) yang
menunjukkan Indonesia berada di peringkat 137 dengan skor 2,2 (peringkat 1
adalah Islandia dengan skor 9,7). Jika dibandingkan dengan tahun 2003,
peringkat Indonesia pada tahun 2005 turun tetapi skornya naik. Artinya,
selama tahun 2003-2005 pemberantasan korupsi di Indonesia sudah
mengalami keberhasilan. Namun, keberhasilan ini tidak lebih baik dari
kemajuan oleh negara-negara lain.’

Fenomena korupsi tersebut menjadi sangat kompleks karena sudah
berkembang menjadi pola berfikir hidup masyarakat memperoleh kekayaan
melalui jalan pintas secara instan, bahkan korupsi telah merambah pada
kehidupan non pemerintah, seperti kegiatan usaha swasta dan perdagangan.
Mereka saling bekerja sama dengan pejabat atau penguasa untuk mendapatkan
proyek pemerintah.“ Menurut Robert Klitgaard, menjamurnya kasus korupsi

juga didukung pesatnya perkembangan perdagangan dan komunikasi

* Buku Panduan Gerakan Moral Nasional Pemberantasan Korupsi, kerja sama PBNU,
Muhammadiyah dan Kemitraan, hal 20-26

S Arya Maheka, Mengenali, ibid, hal. 29.

® Musya Asy’ari, (ed), Agama dan Kebudayaan Memberantas Korupsi: Gagasan Menuju
Revolusi Kebudayaan (Yogyakarta: LP3 UMY, Koalisi Antarumat Beragama dan Partnership For
Governance Reform, 2004), hal 44-45. Buku ini merupakan kumpulan makalah seminar sehari
(disusun dalam buku) dengan judul Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif
Pendidikan yang diselenggarakan oleh tiga lembaga tersebut.



internasional yang menyebabkan bangsa-bangsa di dunia mudah tergoda
dengan perolehan ekonomi dibandingkan masa dahulu.”

Dalam konteks Indonesia, kasus korupsi yang terjadi antara lain
bersumber pada pandangan feodal® yang seringkali menimbulkan benturan
kesetiaan antara kewajiban-kewajiban terhadap keluarga dan negara. Kondisi
semacam ini membuat banyak orang terkemuka seperti pejabat, meskipun
berpangkat rendah menganggap biasa melakukan korupsi. Kepribadian orang
menjadi demikian karena pengaruh kebiasaan yang membudaya sehingga
segala aktifitasnya dipengaruhi oleh kebiasaannya.” Sebagai bangsa yang
beradab, patut kita pertanyakan, di manakah peran dan fungsi agama sebagai
moral force yang termnyata tidak mampu mencegah tindakan korupsi?
Bagaimanakah peran pendidikan selama ini yang berfungsi sebagai pembinaan
moral, ternyata out put yang dihasilkan justru menyimpang dari nilai-nilai
pendidikan (melakukan tindakan korupsi)?

Berdasarkan problematika di atas, maka korupsi menjadi agenda pokok
yang harus segera diselesaikan dan tidak boleh ditunda-tunda. Salah satu
alternatif untuk pemberantasan Kkorupsi ialah dengan melibatkan sektor

pendidikan sebagai salah satu upaya untuk membudayakan sikap antikorupsi

" Robert Klitgaard, dkk, Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah,
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hal. 9.

® Feodal berarti karakteristik hidup suatu masyarakat dengan corak (dipengaruhi) sifat
kebangsawanan (Pius A Partanto dan M. Dahlan al Barry, Kamus Himiah Populer, Surabaya:
Arkola, 2001, hal. 175. Maksud dari feodal ialah aktifitas korupsi salah satunya merupakan akibat
dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia yang mengalami 3 kali penjajahan bangsa asing,
yakni Belanda, Inggris dan Jepang. Ciri khas dari masa ini adalah kesenjangan masyarakat kota
yang kaya terhadap desa yang miskin, baik dalam kehidupan pendidikan, ekonomi sampai pada
politik dan budaya; sehingga timbul benih-benih korupsi (Ilham Gunawan, Postur Korupsi di
Indonesia: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik, Bandung: Angkasa, 1993, hal 23).

® llham Gunawan, Postur Korupsi di Indonesia: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan
Politik, (Bandung: Angkasa, 1993), hal. 22-23.



di Indonesia. Pentingnya proses pembudayaan dalam pendidikan telah
diamanatkan melalui Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 4
ayat 3 yang berbunyi:”Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses
pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang
hayat. #ll

Upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan menjadi  sangat
penting, karena dengan proses dan orientasi sepanjang hayat, maka nilai-nilai
pendidikan akan terinternalisasi yang kemudian berfungsi sebagai antibodi
bagi setiap individu untuk bersikap tegas menolak segala tindakan korupsi

yang dimulai semenjak dini sampai akhir hayat. Melalui upaya demikian, akan

terbangun lingkungan yang lebih kondusif, bebas dari korupsi.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat
merumuskan masalah sebagai berikut:
I. Bagaimanakah perspektif Islam tentang pendidikan antikorupsi?

2. Bagaimanakah relevansi pendidikan antikorupsi dengan Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian:

a. Untuk mengetahui perspektif Islam tentang pendidikan antikorupsi.

19 Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas dan Penjelasannya, (Yogyakarta: Media
Wacana Press, 2003), hal 13.

10 pysat Data Unit Cyber Media, Pendidikan Ujung Tombak Pemberantasan Korupsi Pikiran
Rakyat Bandung, Jumat, 17 Februari 2006 dalam situs www.google.com.



b. Untuk mengetahui relevansi pendidikan antikorupsi dengan [slam.
2. Kegunaan penelitian:

a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan institusi pendidikan untuk
ikut berpartisipasi dalam usaha pemberantasan korupsi.

b. Memberikan kontribusi pemikiran sekaligus sebagai  bahan
pertimbangan untuk mengembangkan dan melengkapi  gagasan
pendidikan antikorupsi.

c. Sebagai salah satu rujukan dari berbagai pihak untuk memberikan dan
mengembangkan pentingnya etika dan moralitas dalam pendidikan
sebagai wujud ikhtiar kepedulian terhadap pemberantasan korupsi di

tanah air.

D. Kajian Pustaka
1. Kajian terhadap hasil penelitian yang relevan

Dalam penelitian kepustakaan ini, penulis mencoba menggali dan
memahami beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk
memperkaya referensi dan menambah wawasan terkait dengan judul pada
skripsi penulis. Hal ini berfungsi sebagai argumen dan bukti bahwa skripsi
yang dibahas oleh penulis masih terjamin keasliannya. Di Fakultas
Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada umumnya dan Jurusan
Pendidikan Agama Islam (PAI) pada khususnya, belum terdapat hasil
penelitian skripsi yang membahas secara spesifik tentang pendidikan

antikorupsi.



Berikut beberapa hasil usaha pencarian penulis tentang penelitian
skripsi yang membahas korupsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:

1. Skripsi saudara Abdullah Mubarok, dengan judul “Hukuman Bagi
Pelaku Korupsi (Studi Komparatif Antara Fatwa MUI dan Hasil
Bahtsul Masail NU),” Yogyakarta: Jurusan PMH (Perbandingan
Mazhab dan Hukum) Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga tahun
2005. Skripsi ini membahas studi komparatif tentang ganjaran atau
hukuman bagi pelaku koruptor dalam dua perspektif, yakni fatwa MUI
dan Bahstul Masail. Penekanan pembahasan skripsi ini pada asal usul
hukum, kaidah fighiyyah tentang hukuman pelaku korupsi dan analisis
dari dua perspektif tersebut; sehingga pembahasan secara lebih spesifik
tentang pendidikan antikorupsi belum dibahas secara detail.

2. Skripsi saudara Mahmud Waluyo, dengan judul “Penegakan Korupsi
Dalam Perspektif Strategi Kultural Dakwah (Telaah Dakwah Spiritual
Dalam Buku Sufisme Siti Jenar),” Yogyakarta: Jurusan KPI
(Komunikasi dan Penyiaran Islam), Fakultas Dakwah UIN Sunan
Kalijaga, tahun 2005. Skripsi ini menitikberatkan pada evaluasi
tentang usaha preventif terhadap korupsi yang tersirat dalam buku
tersebut. Kelemahan dari skripsi ini ialah tidak semua kalangan
masyarakat dapat mengakses secara langsung tentang pentingnya
pemberantasan korupsi. Selain itu, fokus dari pembahasan ini kurang
bersifat kontekstual, schingga kehadirannya belum memberikan solusi

secara spesifik tentang pemberantasan korupsi melalui Islam.



3.

Skripsi saudara Marwan dengan judul, “Peran Politik Praktis Kyai
Dalam Pemberatasan KKN di Sumenep,” Yogyakarta: Jurusan JS
(Jinayat Siyasyah), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, tahun 2005.
Skripsi ini cukup bagus dalam mengevaluasi dan mengeksplorkan
fenomena riil yang terjadi di masyarakat (Sumenep), karena ternyata
selama ini belum dipahami dan disadari oleh semua pihak tentang
signifikansi peran figur seorang kyai yang sangat strategis dalam
pemberantasan korupsi. Namun, essensi dari skripsi ini mayoritas
menitiberatkan pada peran politik praktis, sehingga nilai-nilai
pendidikannya belum dibahas secara detail.

Selain skripsi, pembahasan dan penelitian tentang pendidikan

antikorupsi belum banyak diteliti dan masih terbatas. Berikut beberapa

lembaga yang mengkaji dan mengembangkan pendidikan antikorupsi:

¥

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) UMY
bekerja sama dengan Koalisi Antar Umat Beragama yang didukung
oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia. Penelitian ini
memfokuskan pada pemberantasan korupsi melalui partisipasi seluruh
umat beragama di Indonesia, baik melalui kajian tentang pendidikan
maupun agama. Beberapa bentuk kegiatannya antara lain seminar dan
kampanye antikorupsi. Hasil dari kegiatan tersebut terangkum dalam
penyusunan buku, diantaranya Pendidikan Antikorupsi (2004),
Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pendidikan

(2004) dan Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama (2004).



2. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang
tergabung dalam Center for the Study of Religion and Culture (CSRC).
Fokus kegiatan ini ialah pada kajian tentang isu-isu korupsi dan
partisipasi pendidikan terhadap kebutuhan pemberantasan korupsi.
Selain itu, juga dibahas mengenai sebab musabab korupsi melalui
perspektif pendidikan.''

3. Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang kegiatannya
difasilitasi oleh BEM KM (Badan Eksekutif Mahasiswa didik
Keluarga Mahasiswa didik) UGM dengan menyelenggarakan kuliah
alternatif (di luar jam kuliah) selama dua bulan dengan mendatangkan
pemateri dari multi disiplin ilmu, seperti pihak KPK, ICW (Indonesian
Corruption Watch), psikolog, maupun para praktisi pendidikan. 12

Dengan memperhatikan lembaga yang mengkaji pendidikan
antikorupsi, membuktikan bahwa penelitian skripsi yang penulis bahas
masih orisinil dan bukan hasil plagiasi.

2. Landasan Teori
Untuk memperjelas orientasi dari pendidikan antikorupsi dalam
perspektif Islam, maka dipandang perlu landasan teori berupa relevansi

uraian teori-teori yang kemudian digunakan sebagai instrumen untuk

11 Akses internet dalam situs Attp/www.csrc.com, pada hari Kamis, 9 November 2006 pukul
05.30.

12 wawancara dengan salah satu peserta kuliah alternatif pendidikan antikorupsi, Agung
Baskoro (mahasiswa didik Fisipol/semester 11l dan pengurus BEM KM UGM) pada hari Selasa,
28 November 2006 di kantor BEM KM, pukul 17.00-17.30. Kuliah alternatif ini dilaksanakan
sejak tanggal 27 Januari sampai 16 Maret 2006.



menganalisis data (dasar analisis)."> Pembahasan landasan teori sangatlah
penting sebagai acuan dasar sebelum memasuki pembahasan selanjutnya.
Sesuai dengan judul skripsi di atas, dalam landasan teori ini penulis
menjelaskan pendidikan antikorupsi dan Islam.

a. Pendidikan Antikorupsi

Menurut Azyumardi Azra, pendidikan memiliki peranan yang
sangat penting bagi manusia agar secara fungsional manusia
diharapkan mampu memiliki kecerdasan (intelligensi, spiritual dan
emosional) untuk menjalani kehidupannya dengan bertanggung jawab
secara pribadi, sosial maupun professional.'*  Apalagi dengan
memasuki era globalisasi yang berimplikasi bagi pola pikir dan
perilaku manusia. Bagi Indonesia, globalisasi berpengaruh pada
terjeratnya budaya-budaya sekularis dan budaya penghancuran nasib
bangsa,”’ salah satunya ialah perilaku korupsi sebagaimana yang
diuraikan di atas.

Fenomena korupsi terjadi di negara Indonesia yang mayoritas
penduduknya taat beragama. Untuk membangkitkan dan membangun
kembali citra bangsa Indonesia dari prestasi korupsi yang sangat
memprihatinkan ini, maka sangatlah perlu melibatkan peran, fungsi
dan kontribusi pendidikan. Dengan demikian, secara tidak langsung

Islam memiliki keterkaitan dengan tujuan pendidikan nasional yang

13 Sardjono, dkk, Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan PAL Fakultas Tarbiyah,
2004), hal. 10.

" Darmaningtyas, dkk, Membongkar Ideologi Pendidikan: Jelajah UU Sisdiknas,
(Yogyakarta: Ar Ruzz, Maret 2004), hal. 16

15 Hasbi Indra, Islam Melawan Globalisasi, (Jakarta: Ridamulya, 2005), hal.156.
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pada intinya bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik
agar menjadi manusia beriman dan bertakwa serta menjadi warga yang
bertanggung jawab.'®

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu alternatif usaha
pemberantasan korupsi melalui partisipasi sektor pendidikan.
Sebenarnya, gagasan pendidikan antikorupsi bermula dari kegelisahan
beberapa pihak yang memandang bahwa usaha pemerintah belum
membuahkan hasil secara optimal dalam menuntaskan kasus korupsi.
Justru sebaliknya, kasus korupsi di Indonesia menunjukkan adanya
peningkatan cukup drastis. Sebagai bentuk tindak lanjutnya, maka
tumbuh gagasan untuk melibatkan sektor pendidikan dengan
memasukkan kurikulum secara implisit (hidden curriculum) yang
dikemas dalam pendidikan antikorupsi.

Pendidikan antikorupsi berbeda dengan pendidikan seperti
biasanya yang pada praktiknya memiliki kecenderungan hanya sekedar
mengajarkan materi kepada peserta didik. Pendidikan antikorupsi ini
ingin membahas lebih lanjut tentang penawaran persoalan-persoalan
problematis dan menuntut anak didik berpikir aktif, kreatif dan inovatif
dalam problem solving serta merefleksikannya dalam aktifitas sehari-
hari. Selain itu, essensi dari pendidikan antikorupsi ialah transfer of
values yang menitikberatkan pada aspek afeksi dengan menggunakan

hidden curriculum. Aplikasi pendidikan antikorupsi melalui hidden

' Lihat pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas.



curriculum ini, dipertegas dengan pertemuan antara Ketua Lembaga
Pers dan Pengembangan Pendidikan Umum  Universitas
Muhammadiyah (LP3M), Said Tuhuleley bersama perwakilan Koalisi
Antar Umat Beragama Untuk Antikorupsi yang dihadiri oleh
Mendiknas, Bambang Sudibyo pada hari Senin, 20 Desember 2004.
Hasilnya, pendidikan antikorupsi direncanakan akan dimasukkan
dalam kurikulum, tetapi tidak berbentuk dalam mata pelajaran
tersendiri, karena kurikulum pendidikan saat ini sudah sarat beban."”
Disinilah posisi  pendidikan antikorupsi yang direkomendasikan
melalui kurikulum implisit. Dengan melalui kurikulum ini, menurut
Havighurst dan Bernice, peserta didik akan lebih berminat terhadap
sikap belajar, otoritas, pemahaman nilai-nilai baik atau buruk, dan

sebagainya.'®

. Islam

[slam merupakan agama yang memiliki visi ’pembebasan’ untuk
membebaskan manusia dari berbagai belenggu yang menyebabkan
manusia tidak dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk
merdeka dan mulia.'® Dalam konteks dunia modern, banyak manusia
yang terlenakan dengan kehidupan duniawi dan melupakan kehidupan

ukhrawi, sehingga hidupnya senantiasa diliputi kecemasan, misalnya

17 Artikel berjudul LP3I Adakan Rakernas, Republika, Jumat, 24 Desember 2004 dalam
situs www.yahoo.com.

18 NMuhammad Azhar, (ed), dkk, Pendidikan Antikorupsi, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian
dan Pengembangan Pendidikan (LP3) UMY dan Koalisi Antarumat Beragama yang didukung oleh
Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2004), hal. 19

' Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 1993), hal.
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korupsi. Banyak orang yang melakukan tindakan korupsi disebabkan
karena ingin memperoleh kekayaan secara pintas® dengan jalan yang
tidak dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian, berarti manusia telah
mengingkari dirinya sendiri dari kebebasan yang diberikan dalam
Islam.

Dalam arti yang seutuhnya, Islam berupaya membimbing dan
mengarahkan potensi manusia agar menjadi pengabdi Allah swt. yang
taat dan setia sesuai dengan hakikat penciptaan manusia.’' Hal ini
dijelaskan dalam QS. Az-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi:

Y Yy ) L
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka
beribadah kepada-Ku”.
Selain itu, Islam juga membimbing manusia agar dapat berperan
sebagai khalifah dalam kehidupan dunia,” sebagaimana dijelaskan
dalam QS. Al Baqorah ayat 30 yang berbunyi:
A e Ugad laiadl 15008 2 )1 3 Uelas ) ALY &y G 3f
Osalad Y G alel 3 (6 Gl (a8 Sany i (T pLadl il y g
“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para
malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka
berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang
merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami
bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?”  Dia

berfirman, “Sungguh Aku mengatahui apa yang tidak kamu
ketahui.”

2 Musya Asy’ari (ed), Agama dan Kebudayaan, hal. 44.
2; Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT. Remaja Grafindo Persada, 2000), hal. 20
Ibid.
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Berkaitan dengan korupsi, Islam memandang bahwa korupsi
merupakan pereduksian terhadap nilai-nilai Islam yang sarat dengan
ajaran akhlaq karimah. Korupsi adalah perbuatan hina sebagaimana
yang diterangkan dalam QS. Al Anfal 27-28 yang berbunyi:
el Ay ALY ATy Uiy B AR 1 Gl G

(vA ) e "5l Sig )y 48 KAy Al Ll 1 gl [y (V)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianatli

Allah swt. dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu

menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu,

sedang kamu mengetahui. Dan ketauhilah bahwa hartamu dan

anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di

sisi Allah-lah pahala yang besar”

Ayat ini menjelaskan agar manusia selalu tidak menghianati
amanah-amanah yang dipercayakan kepadanya. Jabatan dan
kepemimpinan  dalam  Islam merupakan ~ amanah,  dan
menyalahgunakan jabatan apa pun yang dipercayakan adalah
penghianatan terhadap amanah.” Penghianatan terhadap amanah
termasuk dalam kategori tindakan korupsi, karena menggunakan
fasilitas yang bukan menjadi haknya secara pribadi; misalnya
menggunakan dan menyelewengkan fasilitas vang atau barang-barang
milik publik untuk kepentingan pribadi. Berangkat dari hal ini, maka

[slam tentu harus mampu melahirkan generasi yang berakhlak mulia

dan menghindari segala bentuk tindakan dzalim, seperti korupsi.

23 M. Tamyiz Muhtarom, “Urgensi Figh Antikorupsi dan Metode Pengembangannya”,
Millah, Jurnal Studi Agama, Pemberantasan Korupsi dan Dekonstruksi Budaya, Vol. V, No.2
(Februari, 2006), hal 237-238.
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E. Metode Penelitian
Donald Ary, dkk (1982) mendefinisikan metode penelitian dengan
istilah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data
yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi.** Sebelum
melangkah lebih jauh pada kesimpulan, penulis terlebih dahulu melakukan
pengumpulan data yang terkait dengan pendidikan antikorupsi dan Islam.
Hal ini penting, karena data ini berfungsi sebagai salah satu usaha untuk
meyakinkan penulis, sekaligus sebagai stimulus pada pembahasan
selanjutnya.

1. Pengumpulan Data
Dilihat dari teknik pengumpulan data, penelitian ini termasuk
penelitian pustaka (library research) karena data yang digunakan
berasal dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu berbagai buku dan tulisan
lain yang memiliki relevansi dengan pembahasan penelitizm25 Dalam
pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik dokumentasi, yakni
metode pengumpulan data dengan cara mencari data variabel yang
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat,
agenda, dan sebagainya.26 Pengumpulan data dilakukan dari berbagai
sumber, baik sumber pokok maupun tambahan. Kedua sumber ini

berfokus pada literatur, di antaranya: jumal, laporan hasil penelitian,

% Donald Ary, dkk, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional,
1982), hal. 50.

25 Hadari Nawawi, Mefodologi Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 1989), hal. 30

% Quharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), hal. 206.



majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar,
artikel ilmiah, nara sumber, surat-surat keputusan dan lain
sebagainya”’.

a. Sumber Data Pokok.

Sumber data pokok yang digunakan penulis berkaitan dengan buku

panduan yang didalamnya sarat dengan pembahasan pokok tentang

pendidikan antikorupsi, antara lain:

1) Muhammad Azhar, dkk, Pendidikan Antikorupsi, Yogyakarta:
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3)
UMY, Koalisi Antar Umat Beragama dan Partnership for
Governance Reform in Indonesia, 2004.

2) Drs. Suyitno, M.Ag (ed), Korupsi, Hukum dan Moralitas
Agama, Mewacanakan Figh Antikorupsi, Yogyakarta: Gama
Media, 2006.

b. Sumber Data Tambahan.

Sumber data tambahan berfungsi sebagai pelengkap dan penunjang

dari sumber data pokok. Data tambahan ini diperoleh melalui

instansi-instansi  atau lembaga-lembaga yang terkait, seperti
perpustakaan, arsip perseorangan jurnal dan sebagainya.”® Berikut
sumber data tambahan yang penulis gunakan:

a. Drs. Yunahar Ilyas, Lc, M.Ag, (ed) dkk, Korupsi Dalam

Perspektif Agama-Agama, Panduan Untuk Pemuka Umat,

7 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2005), hal. 34
* Ibid., hal. 89
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Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan (LP3) UMY, Koalisi Antar Umat Beragama dan
Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2004.

. Moh. Masyhuri Na’im, dkk, NU Melawan Korupsi: Kajian
Tafsir dan Figh, Jakarta Pusat: Tim Bersama NPK, PBNU,
2006.

Syamsul Anwar, dkk, Figh Antikorupsi, Perspektif Ulama
Muhammadiyah, Jakarta: PSAP (Pusat Studi Agama dan
Peradaban) kerja sama dengan Majlis Tarjih dan Tajdid PP
Muhammadiyah, PPNU, Kemitraan Partnership dan Keduataan
Besar Belanda, 2006.

. Kumpulan makalah, Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam
Perspektif Pendidikan, Yogyakarta: LP3 UMY, Koalisi Antar
Umat Beragama dan Partnership For Governance Reform,
2004.

Dokumen-dokumen yang memiliki relevansi  dengan
pembahasan seperti artikel, jurnal, makalah maupun akses
melalui internet, yang meliputi
htip//'www.yahoo.com, htip//www.google.com,http//www.csrd.co
m, http//artikel-us/artos-html, http//www.antikorupsi.org  dan

sebagainya.
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2. Metode Analisis Data
Setelah data terkumpul, penulis kemudian menganalisis data dengan
menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data yang telah
diperoleh, menafsirkan dan melakukan analisa secara interpretatif. >’ Untuk
mendapatkan interpretasi secara tepat, penulis menggunakan content
analysis, yakni investigasi tekstual melalui analisis ilmiah terhadap inti
pesan suatu komunikasi,’ khususnya terkait dengan substansi data yang
terdapat dalam pendidikan antikorupsi dan Islam. Berikut uraian secara
teknis tentang penerapan analisis isi terhadap data yang diperoleh:
|. Mengedit data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang diperoleh.
Dalam proses pengeditan data ini, penulis memilah dan memilih data
yang memiliki relevansi dengan pembahasan. Setelah diedit, penulis
kemudian melakukan analisis untuk mendapatkan substansi secara
tepat yang terdapat dalam data.
2. Memaknai data, yaitu proses terakhir dalam penerapan analisis isi
dengan cara menyimpulkan sementara dari hasil proses pengumpulan
dan analasis data, sehingga data tersebut dapat dipahami dan

dipertanggungjawabkan sesuai dengan konteks penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan
Agar lebih teratur dan mudah memahami dari skripsi ini, maka penulis

melakukan sistematisasi pembahasan. Berikut penulis uraikan sistematika

2 Winamo Surachmad, Pengantar Penelitian llmiah (Bandung : Tarsito, 1982), hal. 139
* Sardjono, dkk, Panduan, hal. 22.
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pembahasan yang terdiri dari empat bab. Bab pertama, meliputi pendahuluan
yang berisi tentang tinjauan secara global pennasalahan yang dibahas dalam
skripsi, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, metode penelitian, landasan teoritik serta sistematika
pembahasan. Bab kedua, membahas tentang pemahaman pendidikan
antikorupsi yang meliputi definisi dan tujuan pendidikan antikorupsi, urgensi
nilai antikorupsi, landasan serta strategi pendidikan antikorupsi.

Selanjutnya bab ketiga, membahas tentang pemahaman tarhadap hakikat
Islam sekaligus analisis. Pembahasan ini meliputi definisi dan tujuan hakikat
dari Islam, nilai-nilai antikorupsi dalam Islam, perspektif Islam tentang
pendidikan antikorupsi serta relevansi Islam dengan pendidikan anti korupsi.
Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan

kata penutup.
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BAB Il

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. Definisi Pendidikan Antikorupsi
1. Definisi korupsi
Secara terminologi, korupsi berasal dari bahasa latin, corruptio
atau coruptus yang berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap,
tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, dan kata-kata yang menghina
atan memfitnah. Kemudian dari bahasa latin ini turun ke banyak bahasa
Eropa, seperti Inggris (corruption), Belanda (corruptie, korruptie). Di
Indonesia, istilah tersebut dikenal dengan korupsi.*’
Secara etimologi, menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor
31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang nomor
20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang
dimaksud korupsi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara... ha
Dari definisi ini, setidaknya terdapat tiga unsur bagi seseorang

disebut melakukan tindakan korupsi,”’ antara lain:

' Andi Hamzah, dalam Abdullah Mubarok, Hukuman Bagi Pelaku Korupsi (Studi
Komparatif Antara Fatwa MUI dan Hasil Bahtsul Masail NU), Skripsi, Fakultas Syariah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hal. 33.

32 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi
Lengkap 2005 Dengan Penjelasannya, (Bandung: Fokus Media, 2005), hal. 87.

33 Arya Maheka, Mengenali Dan Memberantas Korupsi, (Jakarta: KPK, Kemitraan
Partnership dan Delidn), hal. 14
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BABIV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian panjang lebar sebagaimana yang diuraikan di atas, penulis
dapat menyimpulkan hasil penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Perspektif Islam dalam merespon pendidikan antikorupsi, pada prinsipnya
adalah perwujudan dari proses dan tujuan pembinaan nilai-nilai moral
(akhlak) yang terdapat dalam Islam. Nilai-nilai antikorupsi dalam
pandangan Islam dimanifestasikan dalam transparansi laporan tunggal
yang diperjuangkan untuk berbuat baik dengan sesama manusia;
sedangkan pendekatan dan strategi yang terdapat dalam pendidikan
antikorupsi, Islam memandangnya sebagai upaya yang bukan hanya
sekedar diarahkan pada penghayatan dan pengamalan nilai, tetapi lebih
jauh Islam mempertegas dan memperkuat sisi pendidikan antikorupsi
dengan ajaran agama Islam

2. Antara pendidikan antikorupsi dengan Islam memiliki relevansi yang
saling terkait. Relevansi ini didasarkan pada landasan filosofis yang
membahas fungsi dan hakikat manusia sebagai peneguh fitrah yang
bermoral dan berakal. Relevansi dan sisi tujuan dan nilai anti korupsi,
antara keduanya memiliki visi yang sama untuk memperbaiki citra
manusia agar bermoral dengan mengacu pada nilai dasar anti korupsi.

Sedangkan relevansi dari sisi pendekatan dan strategi, di antara keduanya



dapat ditemukan dalam penggunaan strategi yang sama-sama mengacu
pada pendekatan nilai sebagai orientasi untuk menginternalisasikan nilai-

nilai antikorupsi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas tentang hasil penelitian, maka

penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

j 1

Teori pendidikan agama dan moral yang selama ini berjalan, perlu
ditafsirkan secara kontekstual agar peserta didik dapat lebih memahami
dan merasakan secara langsung kehadiran pendidikan sebagai peneguh
kepribadian masyarakat bermoral.

Segera perlu disosialisasikan tentang pentingnya gagasan pendidikan
antikorupsi, baik oleh para tokoh pendidikan, LSM maupun para tokoh
masyarakat dan agama.

Perlu dibangun sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, para
birokrat, tokoh-tokoh pendidikan, pemuka masyarakat maupun agama
untuk bersatu padu membangun kekuvatan bersama dalam upaya

memberantas korupsi.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, skripsi yang penulis susun dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari, penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Segala

saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif, bagi penulis sangat

diharapkan untuk melengkapi skripsi ini. Semoga ikhtiar penulis dapat

memberikan nilai kemanfaatan bagi semua pihak. Amin.
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